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ABSTRAK

Rohman Aziz Saputra/ 222015025/ 2020/ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada Desa Mekar Jaya
Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder. Data primer berupa wawancara terhadap masyarakat dan pemerintah desa, sedangkan
data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara melakukan uraian dan penjelasan mengenai
transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
transparansi pelaporan keuangan desa pada indikator informatif tidak sesuai, indikator keterbukaan
tidak sesuai, sedangkan pada indikator pengungkapan telah sesuai. Akuntabilitas pelaporan
keuangan desa dengan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum sudah terlaksana dengan baik,
indikator akuntabilitas manajerial sudah dilakukan, indikator program belum menunjukkan adanya
kepuasan pada masyarakat, sedangkan pada akuntansi kebijakan meskipun telah berjalan namun
tidak melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dengan indikator perencanaan hanya
terealisasi 75% atau 3 bidang dari 4 bidang, indikator pelakasanaan terhambat pada akses jalan
transportasi, indikator penatausahaan sudah tereliasi dengan baik, indikator pelaporan
menunjukkan adanya permasalahan pada sisa pendapatan (anggaran) tidak digunakan sebagaimana
mestinya, dan indikator laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah terealisasi.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa
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ABSTRACT

Rohman Aziz Saputra/ 222015025/ 2020¢ Trensparency amd Accowntability Amalvsis of Village
Fimance Management in Mekar Sfaya Village Lalan Disirict Musi Bamasin,

This research atms to know and describe the fransperency and accountability of the viffage’s financlal
management in Mekar Jayva Village Lalan Distreicr Musi Banvaasing This research ingluces descriptive
research. Research conducted ar the village of Mekar Java Lalan Disrict Musi Banywasing This
research wves primary data and secondary data. Primary data tn the form of interviews o people and
village govermments, while secondary data in this research comes from documents. The data analysis
used fn this smdy iv gualitative analysis by doing the dexcription and explanation of fransparency,
accomniahility and financial mapagement of the village. The resulis concluded that the transparency of
the village s financial reporting on the mformative indicator i not appropriate, te openmmess indicator
iy imappropriaie, while the disclosure indicator i in complianee. Aceowsiabilite of village fimancial
repariing with an indicator af honesty and legal acconntabiling has been carried om well, indicators of
managerial acoommtability have been conducted, indicators of the program have not demonstrated any
seitisfaction in the community, whereas in aceounting policy despite its running bt not imvolving the
public. Management of village finances with a planming indicator only realized 75% or 3 fields of 4
Sields, the implementation mdicator s hampered on tramsporiation road access,  the adminisiration
indicators are well-coordinated, the reporting ndicators dicale that problems with the remaining
income (budger) are not properly used, and the report ndicanor of the village's financial management
accourialility has Realized.

Keypworids: fransparency, accowniabifity, and financial management of the village

PENGESAHAN




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil
yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan
masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan
kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa,
khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta
memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,
diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Mulyani,
2017: 1).

Desa dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus wurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Wijaya, 2018: 1).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana

Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada
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setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus
mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran
dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan
alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak
kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong
royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila
demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan
pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau
kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelakasanaan
pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses
perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan
pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan dan
menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari
pemerintahan pusat adalah keuangan desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa tersebut (Soleh dan Heru, 2014: 3). Salah satu aspek penting
dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke
pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun
dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.



Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif di kalangan masyarakat,
maka dari itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar tidak
terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat mengetahui
pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun. Seiring dengan
menguatnya akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi
kepada masyarakat luas sebagai pemenuhan hak publik. Di sinilah pentingnya
peran masyarakat sebagai pengawas langsung, dan tidak lepas dari peran
pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya
pembangunan di desa. Keuangan desa yang digunakan untuk pemberdayaan
masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan
prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan
perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Keuangan desa dan
penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.
Sedangkan pengelolaan keuangan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek
penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di
level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang
baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparatur desa
dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap



orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015: 28). Dijelaskan
pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri
No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan
adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang
dicapai.

Penelitian sebelumnya mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa telah dilakukan Lina (2017) dengan judul:
“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang,” hasil
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan
Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya
pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa
untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Gayatri (2017) dengan judul: “Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat
Pedesaan,” penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara
penerapan tranparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa

dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.



Penelitian Fernando (2018) mengenai: “Analisis Transparansi dan
Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa,”
hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Pemerintah Desa sudah melakukan dan
menjalankan faktor transparansi dengan memasang baliho anggaran Alokasi Dana
Desa di papan informasi kantor Desa Kauneran satu dan saran peneliti agar
disetiap Dusun/jaga di pasang juga baliho anggaran ADD sehingga mampu
meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa; dan
(2) Tetap mempertahankan faktor-faktor akuntabilitas dan transparansi dalam
mengelola Dana Desa (DD) di Desa Kauneran Satu, Kecamatan Sonder,
Kabupaten Minahasa yang sudah dijalankan, sehingga dapat melakukan tugas
maupun tanggungjawab dengan baik.

Penelitian Novi (2018) dengan judul: “Implementasi Pengelolaan
Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik
Transparansi dan Akuntabilitas,” hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat
dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi sudah
melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan
keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai
dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, di antaranya
belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan,
kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan

yang berlaku.



Penelitian Vilmia (2018) yang berjudul: “Analisis Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lumajang,” hasil analisis data menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas akuntabilitas, prinsip
partisipasi dan transparansi. hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir
masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Pada tahap
pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari
pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipampang di papan informasi
dan ada pula yang dijadikan banner. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Kecamatan Candipuro telah menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas sudah
terlaksana sepenuhnya karena laporan yang terkait dengan ADD sudah lengkap.
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik sudah cukup baik,
meskipun ada satu desa yang pertanggungjawabannya secara fisik belum selesai
rata-rata keseluruhan desa cukup akuntabel.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.265,96 km” yang dibagi habis menjadi
kecamatan dan selanjutnya kecamatan tersebut dibagi habis menjadi desa-desa
dan kelurahan-kelurahan dengan jumlah penduduk 629.790 jiwa. Sementara itu,
Kecamatan Lalan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin dengan luas 1.031 km”. Jumlah penduduk Kecamatan Lalan pada tahun
2018 (estimasi penduduk pertengahan tahun 2018) berjumlah 42.359 orang

dengan kepadatan penduduk sebesar 41,08 penduduk per km? Adapun desa



dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Karang Agung dengan jumlah
penduduk sebesar 3.581 jiwa. Sementara itu desa yang paling sedikit jumlah
penduduknya adalah Desa Jaya Agung dengan jumlah penduduk sebesar 412 jiwa.
Secara administratif, Kecamatan Lalan dibagi dalam 27 wilayah desa yang
mencakup 114 dusun dengan rata-rata jumlah penduduk per dusun sebesar 371,57
jiwa. Dari 27 desa yang ada semuanya telah mempunyai kelengkapan aparat
pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD dan BPD. Salah
satu desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Mekar Jaya memiliki luar
wilayah 14,00 km?® dengan jumlah penduduk 893 jiwa dan kepadatan 63,79 per
km®. Alasan dipilihnya desa tersebut dikarenanakan berdasarkan data laporan
keuangan desa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang kurang
terealisasi.

Berdasarkan data laporan pengelolaan keuangan pada tahun 2018, yaitu
terjadinya defisit anggaran sebesar Rp48.250.000 dari pendapatan desa
Rp1.665.566.000 sedangkan jumlah belanja Rp1.713.816.000. Selain itu juga,
dana yang masuk dan dana yang keluar di Desa Mekar Jaya hanya diketahui oleh
satu pihak saja sehingga hal tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan kurang
transparansi. Terkait akuntabilitas pengelolan keuangan desa sesuai dengan
wawancara dengan aparatur desa tahap  untuk pertanggungjawaban telah
dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati sesuai dengan ketentuan yang
diberikan oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan
kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah masuk desa

serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.



Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 November 2019 dengan
beberapa warga di Desa Mekar Jaya mengenai transparansi dan akuntabilitas
pengeleloaan keuangan desa. Dinyatakan bahwa untuk variabel transparansi
dengan indikator informatif, bahwa masyarakat kurang mengetahui pengelolaan
keuangan desa dari dana transfer pemerintah pusat terkait penggunaannya untuk
pembangunan desa. Mengenai informasi rincian APBDesa, warga tidak pernah
mendapatkan penjelasannya secara langsung dari pemerintah desa ataupun ketua
RT. Namun biasanya informasi tersebut hanya diketahui orang-orang yang terlibat
dalam pemerintahan desa (Ponidi, wawancara pada tanggal 20 November 2019
pukul 14.15 WIB).

Indikator keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa pada pihak
yang membutuhkan tidak sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana tanggapan
masyarakat yang menyatakan bahwa tidak pernah diundang untuk mengikuti
rapat. Mengenai informasi yang disediakan di media sosial seperti Facebook,
Instagram dan Wastsapp, tidak pernah diakses karena sebagian masyarakat tidak
tahu cara pengoperasiannya. Sementara itu, jaringan seluler sering mengalami
gangguan, apalagi untuk menggunakan media sosial. Warga mengharapkan
diundang oleh pemerintah desa dibalai desa, untuk mendengarkan penjelasan
pengelolaan keuangan (Darmawan, wawancara pada tanggal 20 November 2019
pukul 15.08 WIB).

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya,
yaitu untuk indikator perencanaan dinyatakan bahwa dari 4 bidang yang
terealisasi hanya 3 bidang seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan, sedangkan bidang



pemberdayaan masyarakat belum terealisasi. Menurut informasi dari masyarakat
setempat bahwa dalam perencanaan program kerja, mereka tidak dilibatkan dalam
memberikan masukan terkait dengan program yang harus dikerjakan, karena
semua jenis perencanaan program yang kemudian dirancang oleh pemerintah desa
dan dibahas berdasarkan diskusi diinternal pemerintah desa tanpa adanya
musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat (Ponidi, wawancara pada
tanggal 20 November 2019 pukul 14.21 WIB).

Indikator pelaksanan program kegiatan di Desa Mekar Jaya masih
dihadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu infrasturktur jalan darat yang
kurang memadai sehingga dapat memperlambat pembangunan dan mengeluarkan
biaya cukup banyak untuk mengangkut material, dan lebih lanjut menghambat
tahapan pelaksanaan program dana desa di Desa Mekar Jaya, disisi lain banyak
anggaran yang dikeluarkan untuk mengangkut material akan berdampak pada
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Indikator penatausahaan telah dilakukan dengan melakukan pencatatan
pendapatan dan pembiayaan pengelolaan keuangan desa oleh Bendahara Desa,
Kepala Desa telah melaporkan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat
dimana terdapat sisa anggaran. Sedangkan indikator pertanggungjawaban, kepala
desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan keuangan desa kepada
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan, serta laporan pertanggungjawan realisasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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Pengelolaan keuangan desa diharapkan ada pengawasan dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPDesa) agar dana desa tersebut disalurkan untuk
pembangunan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa harus bisa
menjadikan desa tersebut lebih sejahtera, maka dari itu pemerintah desa atau
aparatur desa dengan masyarakat harus menerapkan dan melaksanakan
transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa dan masyarakat harus memiliki
pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas tersebut agar pengelolaan
keuangan desa tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tetapi pada kenyataannya
Desa Mekar Jaya belum mewujudkan dan melaksanakan sistem keterbukaan dan
kejujuran antar perangkat desa dan masyarakat sehingga sangat mudah untuk
terjadi penyelewengan atas dana desa tersebut. Hal itu terlihat dari masyarakat
yang banyak tidak mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan desa
(Ponidi, wawancara pada tanggal 20 November 2019 pukul 14.32 WIB).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan

Kabupaten Musi Banyuasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan

Kabupaten Musi Banyuasin?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya

Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1.

Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai
pentingnya transparansi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Bagi Lokasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat
desa mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat

berpartisipasi dalam mensukseskan dana desa.

. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi
pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan

datang.
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